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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR: 18/HK.03.1/3577/2021

ABSTRAK: bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kota Madiun yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan

nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat,

perlu dibentuk Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian

Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Unit

Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi

Pemilihan Umum Kota Madiun

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan
bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum.

Dalam Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 18/HK.03.1/3577/2021 diatur tentang:

Menetapkan pembentukan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit

Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun

CATATAN: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021

- Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 18/HK.03.1/3577/2021 tentang penetapan

pembetnukan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian

Gratifikasi pada Komisi Pemiluhan Umum Kota Madiun

- Lampiran 2 halaman



